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PENDAHULUAN

Ilmu waris adalah cabang pengetahuan yang memiliki peran sangat penting dalam menjaga keseimbangan

sosial dan struktur hukum, terutama dalam konteks ajaran Islam. Pembahasan mengenai warisan tidak semata-

mata membicarakan teknis pembagian harta, melainkan juga mengandung pesan moral tentang keadilan,

proporsionalitas, dan harmoni dalam kehidupan keluarga serta masyarakat. Sebelum datangnya ajaran Islam,

sistem pewarisan cenderung tidak teratur dan sering kali menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap

kelompok yang lebih lemah seperti perempuan dan anak-anak. Dengan munculnya hukum waris Islam, lahirlah

aturan yang menetapkan pembagian harta secara bijaksana dan terstruktur, menghadirkan reformasi besar
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dalam tata kelola kekayaan keluarga demi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. (Suwasta &
Juhana, 2024)

Penelitian ini membahas bagaimana pandangan hukum waris Islam terhadap kedudukan anak angkat
dalam pembagian harta warisan, dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu meneliti dari sisi aturan dan
dalil-dalil yang terdapat dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur’an dan Hadis. Dalam tradisi Islam, anak
angkat tidak secara otomatis mendapatkan hak waris seperti anak kandung, karena hubungan nasab tidak
terjalin secara biologis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana solusi yang ditawarkan Islam,
seperti hibah atau wasiat, agar anak angkat tetap bisa memperoleh bagian tanpa melanggar prinsip syariat. Dua
kalimat terakhir menunjukkan bahwa hukum waris Islam bersifat sistematis dan penuh pertimbangan keadilan,
serta memberikan solusi agar nilai kekeluargaan tetap terjaga meski ikatan darah tidak ada.

Dalam perspektif Islam, pengertian warisan tidak semata-mata terbatas pada aspek pembagian harta
peninggalan, melainkan juga mencerminkan nilainilai luhur berupa etika dan moralitas yang mempererat
ikatan kekeluargaan. Konsepini membentuk fondasi utama dalam penerapan hukum waris Islam yang bersifat
adil, menyeluruh, dan menjunjung tinggi keadilan sosial di tengah kehidupan keluarga dan masyarakat.(Mirza
et al.,, 2024) llmu waris memiliki keistimewaan luar biasa dalam menjaga keharmonisan keluarga dan
kestabilan sosial, karena ia menetapkan hak-hak secara adil dan pasti. Aturan-aturannya mencegah sengketa
serta memastikan setiap anggota keluarga memperoleh bagian yang layak dan seimbang.

Rujukan utama dalam ilmu faraid mencakup teks-teks suci agama serta penafsiran mendalam para ulama,
yang kesemuanya menjadi landasan kokoh dalam menetapkan hukum pewarisan. Legitimasi praktik waris
diperkuat oleh sumber-sumber ini sebagai pijakan normatif dan argumentatif. (Kharlie & Sh, 2020)
Pemahaman tentang warisan mencakup dimensi spiritual dan budaya, tak semata-mata bersifat material,
melainkan mencerminkan nilai luhur serta kearifan dalam tradisi keluarga. Tata kelola warisan menjadi cermin
nyata penerapan asas keadilan dalam kehidupan sosial dan kekeluargaan. (Supriani et al., 2022)

Orang tua angkat boleh memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkatnya selama mereka masih
hidup, tetapi hal tersebut tidak wajib dan tidak diakui sebagai hak waris resmi dalam Islam, karena dalam Al-
Qur’an Surah Al-Nisa’ (4:7) dijelaskan bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi ahli waris yang memiliki
hubungan darah langsung, sehingga hak waris terbatas pada keturunan langsung saja. (Fitriyani, 2020)

lImu waris dalam Islam bukan hanya mengatur pembagian harta, tetapi juga mengajarkan keadilan,
kebijaksanaan, dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Aturan waris yang
sudah tertata rapi ini bertujuan agar tidak ada yang dirugikan, termasuk anak angkat yang bisa tetap dibantu
melalui hibah atau wasiat. Semua ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam sangat memperhatikan nilai-
nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial, sesuai ajaran agama yang penuh kasih dan
keadilan.

Tujuan penelitian ini adalah memahami bagaimana hukum waris Islam memandang kedudukan anak
angkat dalam pembagian harta warisan. Motivasi penelitian berasal dari keinginan menjelaskan solusi syariat
agar anak angkat tetap mendapatkan hak secara adil. Penelitian ini juga bertujuan memperkuat pemahaman

tentang nilai keadilan dan kekeluargaan dalam hukum waris Islam.
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METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan teknik studi pustaka (library research).
Penulis mengumpulkan berbagai referensi tertulis dari jurnal, buku, artikel, dan situs daring guna memperkuat
data yang berkaitan dengan topik kajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendiskusikan tentang
pengertian warisan, Landasan Hukum Figih, Waris Islam, Status Anak Angkat dalam Islam, Hak Waris Anak
Angkat, Pendekatan Normatif dalam Figih Waris, dan implikasi hukum dan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Warisan

n <

Secara etimologis, kata "warisan" berasal dari akar kata “waris” yang memiliki arti mewarisi atau
menerima sesuatu yang ditinggalkan oleh pihak sebelumnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, warisan
merujuk pada segala jenis harta atau benda peninggalan seseorang setelah wafat yang kemudian dialihkan
kepada para ahli warisnya. Sementara itu, dalam bahasa Arab, istilah " &I_s" (mirats <.s"h) berasal dari kata"
(waratsa) yang mengandung makna menerima atau mewarisi. Secara harfiah, " &\ _"tidak hanya berarti harta
benda yang diwariskan, tetapi juga meliputi berbagai nilai, tradisi, dan ilmu pengetahuan yang diteruskan dari
generasi ke generasi secara turun-temurun. (Imron & Huda, 2023)

Warisan ( &)(mengandung makna yang lebih khusus dan bersifat normatif, merujuk pada pembagian
harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya, yang dilakukan sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.(Musafir et al., 2020) Ketentuan mengenai pembagian
warisan ini ditetapkan melalui hukum faraid yang berlandaskan pada sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an,
Hadis, serta kesepakatan para ulama (ijma’). Hukum faraid mengatur pembagian bagian warisan secara
spesifik bagi setiap ahli waris, baik pria maupun wanita, dengan mempertimbangkan tingkat kedekatan
hubungan kekerabatan mereka dengan orang yang mewariskan harta. (Ritonga, 2019)

Konsep warisan tidak semata-mata berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi atau ekonomi saja,
melainkan juga menegaskan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan sosial, di mana setiap individu memperoleh
haknya secara jelas dan adil demi memelihara harmoni serta kestabilan dalam tatanan keluarga maupun
kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh. (Saleh et al., 2024)

Warisan berarti menerima atau mewarisi sesuatu yang ditinggalkan oleh orang sebelumnya, tidak hanya
berupa harta benda tapi juga nilai, tradisi, dan ilmu yang diteruskan dari generasi ke generasi. Dalam Islam,
pembagian warisan diatur secara adil dan jelas melalui hukum faraid berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan
kesepakatan ulama, agar hak setiap ahli waris terpenuhi dan tercipta keseimbangan serta keharmonisan dalam

keluarga dan masyarakat.

Manfaat llmu Waris

NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA; Volume 2 (3) Juni 2025 581



Tinjauan Figih Waris Islam Terhadap Anak Angkat
Menggunakan Pendekatan Normatif

IImu waris memiliki manfaat penting dalam merancang pembagian harta yang adil dan sah secara hukum,
sekaligus menjaga harmoni sosial dalam keluarga. Melalui ilmu ini, keadilan antar ahli waris dapat ditegakkan
tanpa menimbulkan konflik atau ketimpangan. Selain memenuhi ketentuan hukum, ilmu waris juga mendorong
terwujudnya tatanan keluarga yang seimbang dan rukun.(ISMAIL NURDIN, 2017) Dalam ranah akademik,
ilmu waris dianggap sebagai instrumen penting yang berperan dalam menghindari perselisihan dengan
menjamin kejelasan hak setiap individu, sekaligus menghadirkan kepastian hukum yang esensial dalam tatanan
sosial. (Nonet & Selznick, 2019) Sejumlah peneliti berpendapat bahwa penerapan ilmu waris yang akurat
mampu meminimalisasi konflik akibat tafsir yang rancu terkait hak waris, serta memperkokoh ikatan keluarga
melalui distribusi harta yang adil dan terstruktur. (Nonet & Selznick, 2019)

Keuntungan ini semakin dipertegas dengan penerapan nilai-nilai Islam yang mengedepankan
keseimbangan antara tanggung jawab dan hak, sehingga baik pria maupun wanita memperoleh porsi yang telah
ditentukan secara adil dan normatif. (KM, 2023) Pada masa kini, ilmu waris kian menunjukkan urgensi dan
manfaatnya dalam merespons kompleksitas sosial modern, dengan pembaruan interpretasi hukum yang tetap
berpijak pada keadilan demi menjawab kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan nilai historisnya sebagai
warisan budaya serta solusi efektif terhadap sengketa pembagian harta dalam arus perubahan zaman.
(Sugianto, 2025)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu waris penting untuk membagi harta secara adil. llmu ini juga
membantu mencegah pertengkaran dalam keluarga dan hak tiap orang jadi jelas dan tidak tumpang tindih.
Aturan waris juga mendukung hidup rukun dan damai. Islam mengajarkan pembagian yang adil untuk semua.
Dengan ilmu waris, hukum dan keadilan bisa berjalan seimbang. llmu ini tetap relevan untuk menjawab

masalah zaman sekarang.

Macam-Macam Harta Waris

Harta waris terbagi dalam beberapa macam, yaitu:

1. Ahli waris menurut hubungan darah dalam hukum perdata

Adapun hubungan darah dapat dikelompokan menjadi (4) empat golongan yaitu: Golongan I:

Suami/isteri yang hidup terlama dan keturunanya. Golongan II: Orang tua dan saudara kandung
pewaris yang bersangkutan. Golongan IlI: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah ayah dan
ibu pewaris. Golongan 1V: Paman dan bibi waris (dari pihak bapak maupun ibu), keturunan
paman bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta
keturunanya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. Syarat-syarat untuk menjadi ahli waris
sebagai berikut: (1). Pewaris telah wafat dan meninggal dunia. (2). Ahli waris harus ada pada
saat pewaris meninggal dunia. (3). Ahli waris harus mampu dalam berhak mewaris. (4).
KUHPerdata dalam Pasal 2 ayat 2 mengatakan bahwa bayi yang ada dalam kandungan yang juga

harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris. Harta warisan dalam
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kandungan ketika pewaris meninggal dunia maka dia juga disediakan warisannya.(Tjitrosudibio,
1999)
2. Legistieme portie (bagian mutlak)

Legitieme portie atau bagian mutlak menurut Pasal 913 KUHPerdata bagian mutlak adalah
suatu bagian dari harta peninggalan di mana harus diberikan kepada para waris. Sedangkan
menurut Pitlo, legitieme portie adalah hak yang memiliki kedudukan penting dalam warisan
hanya keluarga dalam keturunan langsung dan merupakan ahli waris ab intestato yang berhak
atas bagian itu.(Anshasasmitha, 2017)

3. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. pewarisan
adalah proses pengalihan harta kepada ahli waris. Syarat seorang pewaris adalah adanya hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga dan dapat dinilai dengan uang.(Milayani, 2017)

4. Harta peninggalan (Boedel)

Harta peninggalan adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris baik berupa
harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan dalam sistem hukum
perdata barat, didasarkan pada ketentuan KUHPerdata Burgerlijk Wetboek, yang meliputi segala
harta benda dan hak milik serta kewajiban pewaris. Harta peninggalan adalah kekayaan yang
diberikan oleh pewaris kepada ahli waris. Namun, tidak semua harta peninggalan ahli waris dapat
dengan sendirinya dibagikan kepada para ahli waris, karena harta peninggalan ahli waris harus
dilihat terlebih dahulu.(Ali, 2008)

5. Surat keterangan wasiat

Surat keterangan wasiat merupakan surat permohonan dari pewaris ke ahli waris yang
menerangkan bahwa adanya wasiat untuk pewaris. Tujuannya untuk si ahli waris dapat
mengetahui bahwa adanya wasiat yang diberikan untuk pewaris.

6. Sistem pewarisan

Sistem pewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan keluarga. Ada masyarakat dalam
kehidupan sosial, yang memilih untuk memberi atau membagi hartanya ketika sudah tua atau
lanjut usia. Oleh karena itu, mereka segera memutuskan untuk membagikan warisan mereka
kepada ahli warisnya. Warisan harus dibagi menurut hukum perdata. Hukum waris adalah
peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab ketika seseorang meninggal dunia jika tidak
diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa hukum. Hukum
waris adalah peraturan yang mengatur mengenai warisan sebab ketika seseorang meninggal
dunia jika tidak diatur dalam suatu warisan atau wasiat hukum maka akan terjadi suatu peristiwa

hukum. Hukum waris menurut KUHPerdata bersifat individual-bilateral, yaitu, setiap ahli waris
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berhak menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagiannya dari warisan dari ayah dan
ibunya.(H. S. Usman., 2009)

Jadi, harta waris terdiri dari beberapa macam yang diatur oleh hukum perdata, di mana ahli
waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dalam empat golongan, dengan syarat bahwa
pewaris telah meninggal dan ahli waris harus ada serta mampu mewaris; terdapat juga bagian
mutlak (legitieme portie) yang wajib diberikan kepada ahli waris langsung, sementara pewaris
adalah orang yang meninggalkan harta yang disebut harta peninggalan, yang meliputi semua
kekayaan dan kewajiban yang diwariskan; surat keterangan wasiat berfungsi untuk memberitahu
adanya wasiat, dan sistem pewarisan mengatur bagaimana harta dibagi sesuai hukum agar hak

setiap ahli waris terlindungi secara adil setelah pewaris meninggal dunia.

Landasan Hukum Figih

Tinjauan Ushul Figh Terhadap Pembagian Harta Waris dengan Wasiat Berkenaan dengan wasiat
untuk pembagian harta waris ada beberapa ayat Alquran dan hadits yang perlu diperhatikan sebagai
landasan normatif. Landasan normatif ayat Alquran dapat ditemukan antara lain dalam surat al
Bagarah ayat 180:(Purkon, 2014)

ol e s Eagaally 5 cpal s A sl @8 ) el el s 1y e &

O

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda tanda) maut,
jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya

secara ma ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang orang yang bertakwa.”

Avyat di atas mewajibkan kepada orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian
agar memberi wasiat kepada orang-orang yang ditinggalkan berkaitan dengan hartanya, bila harta
tersebut banyak.

Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat 11:
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Artinya: “Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak anakmu. Yaitu:
bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo
harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat
sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat

atau (dan) sesudah dibayar hutangnya".

Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa pembagian waris dilakukan setelah wasiat orang yang
meninggal dipenuhi dan semua hutang dibayarkan. Wasiat didahulukan daripada hutang, tetapi
hutang adalah yang paling sering diselesaikan. Jika harta yang ditinggalkan hanya cukup untuk
membayar hutang, keluarga yang ditinggalkan tidak akan mendapatkan apa-apa. Didahulukannya
kata wasiat di sini adalah untuk menunjukkan betapa penting berwasiat, dan untuk mengingatkan para
ahli waris agar memperhatikannya, karena tidak mustahil mereka mengabaikan wasiat atau
menyembunyikannya. Tidak seperti hutang yang sulit disembunyikan, yang pasti akan menuntut
orang yang memberinya.

Dalam hukum Islam anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya karena
anak angkat bukanlah nasab dari orang tua angkatnya, anak angkat hanya mendapatkan warisan dari
orang tua kandungnya sesuai dengan ketentuan QS.al-Azhab ayat 4 dan 5.

BT e Jea Uy Kl Gt (356 o 8800550 s e R 3a o3 all B3 JA 10 Jea s
O Bl 08 353 a0 58 405 Rl 5l 8158 2408

St s 204 a&ile 0l 0l 505 il 3 28015808 2halol 154085 0 8 B0 e i 54 20y 5 32
Qe sy 153 4 685 i3l et G (5 4,

Artinya: Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan
istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak
angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di
mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang
benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka.

Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah
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mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa
atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari bunyi ayat tersebut jelaslah bahwa status anak dalam kewarisan tetap dengan status asalnya,
dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karena itu dia hanya mempunyai
hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya pula. Dengan demikian pengangkatan anak
tidaklah mengubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, dan pula tidak mengubah hak
kewarisannya antara dia dengan orang tua angkatnya atau sebaliknya. Anak angkat dalam hukum
Islam tidak boleh menerima warisan tetapi bisa mendapatkan wasiat, wasiat itu namanya wasiat
wajibah.(Kurniawan Akbar, 2019)

Waris Islam

IImu waris dalam kitab fikih dikenal dengan ilmu Faraidh. Secara bahasa, kata ini adalah jamak
darikata faridhoh dari kata fardh, yang artinya ketentuan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah
yang berbunyi fanishfu maa faradhtum (separuh dari yang kamu tentukan). Menuru istilah syariat,
fardh diartikan sebagai bagian (hak) yang telah ditentukan bagi ahli waris.(Basri, 2020)

Perkembangan hukum kewarisan pada awal Islam sampai dengan sekarang dihadirkan secara
bertahap (tadarruj) agar hukum kewarisan Islam dapat mudah diterima oleh masyarakat yang sudah
mapan dengan sistem dan tradisi kewarisan leluhurnya.(Leleang & Zubair, 2019)

Hubungan hukum antara orang tua asuh dan anak angkat dalam hukum Islam terbatas pada
hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat yang diperluas dan tidak menciptakan hubungan
nasab. Akibatnya, hubungan yuridis antara orang tua asuh dan anak angkat hanya terdiri dari kasih
sayang dan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, konsekuensi
yuridis lainnya adalah hubungan antara orang tua asuh dan anak angkat. Rasulullah Muhammad
SAW. diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan
bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya

hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.(S. Usman, 2013)

Kedudukan Kewarisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam
Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia istilah wasiat wajib disebutkan pada pasal 209 ayat
1 dan ayat 2: (Fitriyani, 2020b)
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1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193
tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi
wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2) Terhadap anak menerima wasiat angkat yang tidak wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari

harta warisan orang tua angkatnya (pasal 209 ayat 1 dan ayat 2 Kompilasi Hukum Islam).

Jadi, llmu waris dalam Islam dikenal sebagai ilmu Faraidh, yaitu pengetahuan tentang pembagian
harta warisan sesuai ketentuan syariat. Anak angkat tidak memiliki hak waris secara nasab, tetapi
menurut Kompilasi Hukum Islam, mereka tetap dapat menerima warisan melalui wasiat wajibah

maksimal sepertiga dari harta orang tua angkat.

Status Anak Angkat dalam Islam

Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab
mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah attau arhaam. Adopsi dalam
agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri.
Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah,
pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.(Aisyah et al., 2020)

Adapun anak angkat dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan tabanni. Ali al-Sayis
mengartikan anak angkat sebagai orang yang dipanggil anak walaupun pada dasarnya ia bukan
anaknya. Syeikh Mahmud Syaltut membedakan makna anak angkat menjadi dua bagian, yaitu:
Pertama, seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri
dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya walaupun secara
hukum anak itu bukan anaknya. Kedua, memasukkan anak dari orang lain, yakni tidak ada pertalian
nasab atas dirinya sebagai anak sah, ke dalam keluarganya, sehingga ia mempunyai hak dan ketentuan
hukum sebagai anak.(Ichsan & Dewi, 2023)

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan anak angkat adalah anak yang
dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan. Menurut Imam Al-
Quirtubi (ahli tafsir klasik) menyatakan bahwa, adopsi ini disebut tabanni. Di zaman jahiliyah sebelum
agama Islam datang, masalah tabanni banyak dilakukan pada masyarakat Arab. Menurut sejarah,
Nabi Muhammad saw sendiri sebelum menerima kerasulan mempunyai seorang anak angkat yang
bernama Zaid bin Haritsah dalam status budak yang dihadiahkan oleh Khadijah binti Khuwalid

kepada Nabi Muhammad saw.
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Setelah itu diangkat menjadi anak dan diberi nama Zaid bin Muhammad. Di hadapan kaum
Quraisy pernah Nabi Muhammad saw. Mengatakan, saksikanlah oleh kamu, bahwa Zaid kuangkat
menjadi anak angkatku, dan mewarisiku dan aku mewarisinya. Setelah Nabi Muhammad saw
diangkat menjadi rasul, turunlah surat al- Ahzab (33) ayat 4-5, yang salah satu intinya melarang
pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak
kandung.(Fitriyani, 2020b)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat atau tabanni
hanya diakui dari sisi kemanusiaan, seperti diberi kasih sayang, kebutuhan hidup, dan pendidikan,
tapi tidak bisa disamakan status hukumnya dengan anak kandung, terutama soal hak waris dan nasab.
Islam menetapkan bahwa warisan hanya bisa diberikan kepada keluarga yang memiliki hubungan
darah. Anak angkat tetap bisa mendapat bagian harta melalui wasiat, tapi jumlahnya tidak boleh lebih
dari sepertiga. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kejelasan garis keturunan dan

membedakan antara urusan sosial dan hukum secara tegas.

Hak Waris Anak Angkat

Pada zaman jahiliyah seseorang yang mengangkat anak dan mengatakan kepada anak angkatnya
(Engkau anakku, saya mewarisimu dan engkau mewarisi saya). Setelah itu anak tersebut menjadi
anak kandung dan berlaku hak-hak yang terkait dengannya, seperti tentang kewarisan, nikéah, thalék,
dan hubungan persemedanan. Kemudian Allah swt. membatalkan tradisi ini, dan Nabi pun yang
sebelumnya mengikuti tradisi Jahiliyah dengan menamakan Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin
Haritsah, di mana Haritsah adalah ayah kandungnya sendiri. (Yasin, 2021)

Dalam tradisi bentuk Islam salah satu pengangkatan anak ayng dijustifikasi Islam adalah bahwa
seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal
pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya. Namun, secara hukum anak itu
bukanlah anaknya sendiri. Tabanni semacam ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-
orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Mereka melihat bahwa pengambilan anak
ini merupakan bentuk tagarrub (pendekatan diri) kepada Allah SWT. dengan mendidik anak fakir
yang tidak dapat merasakan kasih sayang orang tuanya atau ayahnya dan tidak mampu membiayai
pendidikan dan pengajaran anaknya. Tentu saja, perbuatan ini termasuk ke dalam amal yang dicintai
syara’ dan merupakan bentuk dakwah yang diberi pahala. Dalam kaitan ini, syara’ sendiri membuka
pintu bagi orang kaya untuk memberi wasiat kepada anak angkatnya dari sebagian tirkah-nya sebagai
pemenuhan keperluan masa depannya sehingga ia merasakan ketenangan hidup dan jauh dari hidup
sengsara. (Ali, 2013)
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Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa seorang anak yang diangkat karena motif sosial
dan tidak diberi status anak kandung, orang tua angkatnya boleh orang tua angkatnya memberikan
sebagian hartanya melalui wasiat.

Apabila pemberi wasiat dengan adanya ahli waris memberi lebih dari 1/3 (sepertiga),
kelebihannya maka atas tangguhkan persetujuan ahli waris. Jika mereka setuju, maka kelebihan harta
tersebut tetap menjadi wasiat. Persetujuan ahli waris ini dapat dilangsungkan apabila memenuhi dua
syarat, yaitu: persetuan tersebut dilaksanakan setelah matinya pemberi wasiat dan persetujuan itu
dilakukan oleh ahli waris yang sudah akil baligh dan mengetahui jumlah harta yang diwasiatkan.
Apabila sebagian ahli waris saja yang menyetujui, sedangkan lainnya tidak menyetujui, maka yang
terjadi adalah hanya terbatas pada benda yang menjadi bagian yang menyetujuinya. Sedangkan
bagian yang tidak menyetujuinya adalah batal.

Berbeda dengan hal di atas, apabila pemberi wasiat tidak punya ahli waris, maka, menurut Abu
Hanifah, kelebihan dari dari 1/3 (sepertiga) harta itu sah dan harus dilangsungkan sekalipun sampai
menghabiskan seluruh harta. Tersebab kendala pelaksanaan wasiat lebih dari 1/3 adalah terkait
dengan ahli waris, jika ahli waris itu tidak ada, maka tidak seorang pun yang mempunyai hak dalam
hal ini. Berbeda dengan pendapat ini, ulama’ Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah berpendapat
dalam hal wasiat lebih dari 1/3 dan tidak ada ahli warisnya, maka wasiat tersebut batal, karena
kelebihan harta itu adalah harta milik orang-orang Islam, dan oleh karena itu tidak ada yang dapat
melaksanakan kehendak pemberi wasiat. (Yasin A. a., 2021)

Dari uraian tersebut, bisa dikatakan bahwa peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain
yang bukan ahli warisnya, dapat digunakan cara wasiat dengan ketentuan-ketentuan di atas. Di
samping itu, ia juga bisa ditempuh dengan cara hibah, yakni pemberian langsung kepada anak angkat
pada masa orang tua angkat masih hidup. Cara lainnya yang diatur oleh Islam adalah melalui wasiat
wajibah, yaitu ketentuan yang menyatakan calon pewaris wajib membuat wasiat mengenai bagian
harta peninggalannya. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat wajibah itu diberikan

kepada anak angkat.

Kedudukan Hak Waris Anak Angkat/Adopsi menurut Hukum Perdata

Istilah pengangkatan anak tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
sehingga hal ini mengakibatkan tidak adanya adopsi anak yang berlandaskan pada KUHP. Akan
tetapi karena hal-hal mendesak yang terjadi di dalam masyarakat, terutama akibat Perang Dunia 11
yang amat hebat, di negeri Belanda sendiri telah lahir Undang-Undang tentang pengangkatan anak.

Undang-undang ini didasarkan pada munculnya kelompok manusia baru di seluruh Eropa, yaitu:
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a. Para orang tua yang telah kehilangan anak dan tidak mendapatkan anak lagi secara wajar.

b. Anak-anak piatu yang telah kehilangan orang tuanya yang meninggal dalam peperangan.

c. Lahirnya banyak anak diluar perkawinan.

Kembali saat Indonesia masih dijajah oleh Belanda, KUHP (Burgerlijk Wetboek/BW)
diberlakukan bagi golongan timur asing Tionghoa. Namun dikarenakan di dalam BW hanya mengatur
ketentuan tentang pengakuan anak luar kawin yaitu dalam buku 1 Bab 12 bagian ketiga BW tepatnya
Pasal 280 hingga Pasal 289 serta kebutuhan masyarakat akan pengangkatan anak yang terus
menunjukkan peningkatan dan diperkuat dengan kultur masyarakat Indonesia asli dan masyarakat
keturunan Tionghoa yang telah lama mempraktikkan pengangkatan anak, maka pemerintah kolonial
Belanda menerbitkan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang secara khusus mengatur tentang
pengangkatan anak guna melengkapi kekosongan hukum pada KUHPerdata.

Staatsblad 1917 Nomor 129 menegaskan bahwa status anak adopsi berubah menjadi anak sah,
bukan lagi sebagai anak angkat. Akibatnya, hubungan keperdataan antara anak yang diadopsi dengan
orang tua kandungnya terputus. Dengan dimikian, anak yang diadopsi berhak mendapatkan warisan
dari orang tua angkatnya serta memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan setara dengan anak kandung
dari orang tua angkatnya. (Pratama et al., 2024)

Dengan demikan dapat di pahami bahwasannya dalam hukum perdata, adopsi diakui, dan anak
angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya dengan status yang setara dengan anak kandung.
Dengan kata lain anak adopsi dianggap telah memutuskan hubungan dengan orang tua biologisnya
dan segala hak keperdataan dengan orang tua kandungnya hilang.

Pendekatan Normatif dalam Figih Waris

Pendekatan normatif dalam fikih waris berfokus pada penelaahan terhadap dalil-dalil syariat
yang bersumber dari Al-Qur’an, Hadis, ijma’ ulama, dan qiyas. Pendekatan ini menekankan aspek
normatif atau ketentuan hukum yang berlaku secara tekstual dan eksplisit, tanpa memperhatikan
konteks sosial budaya secara mendalam. Dalam konteks waris anak angkat, pendekatan ini
menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-
Ahzab ayat 4-5, yang menegaskan bahwa anak angkat tetap bukan anak kandung dan tidak dapat
menjadi ahli waris yang sah. Rasulullah SAW pun mencontohkan hal ini dalam kasus Zaid bin
Haritsah yang tetap disebut dengan nasabnya (bin Haritsah), meskipun telah diangkat anak oleh Nabi
Muhammad SAW.

Pendekatan normatif dalam figih waris menekankan keadilan dengan cara yang ketat, di mana
hak-hak ahli waris ditentukan berdasarkan nasab (hubungan darah), bukan hubungan sosial seperti
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pengangkatan anak. Harta waris wajib dibagikan secara adil kepada ahli waris yang sah berdasarkan
hukum faraid. Namun, Islam tetap membuka ruang bagi kemanusiaan melalui hibah (pemberian
semasa hidup) dan wasiat (maksimal sepertiga harta) yang dapat diberikan kepada anak angkat
sebagai bentuk kasih sayang orang tua angkat kepada anak yang mereka asuh (Ilchsan, Muhammad,
dan Erna Dewi, 2023).

Dari penjelasan tersebut maka pembahasan ini menggarisbawahi bahwa pendekatan normatif
dalam figih waris Islam memusatkan perhatian pada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur’an,
Hadis, ijma’, dan qiyas. Pendekatan ini menekankan keadilan formal dengan memperhitungkan hanya
hubungan darah (nasab) sebagai dasar penentuan hak waris. Oleh karena itu, anak angkat tidak
dianggap sebagai ahli waris yang sah. Dalil utama dari QS. Al-Ahzab ayat 4-5 dengan tegas menolak
pengangkatan anak sebagai dasar hukum waris. Hal ini diperkuat oleh sunnah Rasulullah SAW yang
menegaskan bahwa anak angkat seperti Zaid bin Haritsah tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Namun, pendekatan ini menyadari adanya tuntutan sosial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena
itu, Islam menyediakan solusi melalui hibah dan wasiat, bahkan dalam konteks Indonesia
diakomodasi oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pengaturan wasiat wajibah maksimal
sepertiga dari harta peninggalan. Hal ini menunjukkan responsivitas hukum Islam terhadap realitas

sosial yang menuntut keadilan dan kemanusiaan bagi anak angkat.

Implikasi Hukum dan Sosial

Secara hukum, anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan bagian warisan dari orang
tua angkatnya. Namun, dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, anak angkat
dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta peninggalan orang tua angkat
(Pasal 209 KHI). Hal ini memberikan jalan tengah antara ketentuan syariat dan kebutuhan sosial.
Wasiat wajibah ini juga menjadi bentuk rekonsiliasi antara hukum Islam dan tuntutan masyarakat
yang menuntut perlindungan bagi anak angkat.

Pendekatan normatif dalam figih waris memang menekankan hukum yang rigid dan jelas, namun
implikasi sosialnya menuntut adanya keluwesan yang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat.
Wasiat wajibah adalah bentuk responsif terhadap situasi sosial agar anak angkat tetap mendapatkan
perhatian, tanpa melanggar prinsip dasar hukum waris Islam yang mengutamakan hubungan darah.
(Ahmad Alamuddin Yasin, 2021).

Dari pembahasan di atas bahwa dari sisi implikasi hukum, ketiadaan hak waris bagi anak angkat
menciptakan batasan yang tegas antara aturan syariat dan hubungan sosial. Namun, KHI memberikan
jalan tengah dengan wasiat wajibah, yang diakui sebagai kompromi hukum untuk memberikan bagian
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kepada anak angkat tanpa menyalahi prinsip syariat (Pasal 209 KHI). Sedangkan implikasi sosialnya
sangat signifikan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan,
pengangkatan anak sering didorong oleh alasan kemanusiaan. Jika anak angkat dikecualikan dari hak
waris, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, potensi konflik keluarga, dan ketegangan sosial. Oleh
karena itu, mekanisme hibah dan wasiat bukan hanya penyelesaian hukum, tetapi juga upaya menjaga

keharmonisan keluarga.

KESIMPULAN

Dari tinjauan figih waris Islam terhadap anak angkat menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam
memiliki prinsip yang jelas dan tegas mengenai pembagian harta warisan. Dalam konteks anak angkat,
meskipun mereka tidak memiliki hak waris yang sama dengan anak kandung karena tidak terjalin hubungan
nasab secara biologis, Islam tetap memberikan solusi melalui mekanisme hibah atau wasiat. Hal ini
mencerminkan perhatian Islam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kekeluargaan, di mana anak angkat tetap
dapat memperoleh bagian dari harta orang tua angkatnya, meskipun tidak diakui sebagai ahli waris resmi.

Pentingnya ilmu waris dalam Islam tidak hanya terletak pada aspek teknis pembagian harta, tetapi juga
pada upaya menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Dengan adanya aturan yang jelas, setiap
anggota keluarga dapat memahami hak dan kewajibannya, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.
Hukum waris Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan sosial dan memastikan
bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan tinjauan ini, menegaskan bahwa hukum waris Islam bersifat inklusif dan adaptif,
memberikan ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan dalam hal warisan.
Dengan pendekatan normatif yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, diharapkan pemahaman
tentang waris dapat terus berkembang dan menjawab tantangan zaman, sehingga nilai-nilai keadilan dan
kekeluargaan tetap terjaga dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Kemudian dalam pandangan Islam, anak angkat hanya diakui dalam aspek sosial seperti kasih sayang dan
pemenuhan kebutuhan hidup, namun tidak memiliki hak waris dan tidak dianggap sebagai bagian dari nasab
keluarga angkatnya. Islam menekankan pentingnya menjaga garis keturunan dan membatasi hak waris hanya
bagi yang memiliki hubungan darah, meskipun masih membuka ruang bagi anak angkat untuk menerima harta
melalui wasiat dalam batas tertentu.

Sedangkan dalam hukum perdata, berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat diakui sebagai anak
sah yang memiliki hak dan kewajiban setara dengan anak kandung, termasuk hak waris. Hubungan hukum
dengan orang tua kandung terputus, dan anak sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga orang tua angkat.
Ketentuan ini lahir karena kebutuhan masyarakat dan praktik adopsi yang telah lama berlangsung.

Pendekatan normatif dalam figih waris menegaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris karena

tidak adanya hubungan nasab, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan Hadis. Namun, Islam membuka ruang
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kemanusiaan melalui hibah dan wasiat, yang memberikan kesempatan kepada anak angkat untuk menerima
bagian dari harta peninggalan orang tua angkat.

Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah keterbatasan hak anak angkat dalam hukum waris Islam. Meski
begitu, KHI memberikan solusi melalui wasiat wajibah (maksimal sepertiga harta) sebagai upaya memenuhi
rasa keadilan sosial, sehingga anak angkat tetap mendapat perlindungan.

Implikasi sosialnya, pengangkatan anak seringkali berlandaskan rasa kemanusiaan dan kepedulian
terhadap anak yatim atau terlantar. Jika aturan waris tidak membuka ruang bagi anak angkat, dapat terjadi
potensi konflik, kecemburuan, bahkan ketegangan dalam keluarga. Oleh karena itu, solusi hibah dan wasiat
merupakan bentuk kompromi antara hukum dan tuntutan sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan

masyarakat.
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